BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas,

peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

1.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gembongan sudah berjalan
dengan baik. Tahap perencanaan dimulai dari Musyawarah Desa
(Musdes), Musyawarah Dusun (Musdus), dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk meresmikan usulan-usulan
yang dibuat. Tahap pelaksanaan, pemerintah desa sudah memasang
papan informasi saat pelaksanaan program. Tahap pertanggungjawaban
juga sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pertanggungjawaban
manual maupun secara online (SISKEUDES).

Implementasi Akuntabilitas dalam pengelolaan Akuntabilitas Alokasi Dana
Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014,
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat yang sudah ikut serta dalam
musyawarah maupun pelaksanaan kegiatan. Selain itu pemerintah desa
secara terbuka dalam pelaksanaan dan pertanggungajwaban, dengan
memasang papan informasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi kegiatan.
Pelaporan pertanggungjawaban melalui SISKEUDES maupun secara

manual juga sudah dilakukan dengan maksimal.
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B. Saran

Adapun saran peneliti bagi Pemerintahan Desa dan untuk peneliti

selanjutnya adalah

1.

Untuk Pemerintahan Desa diharapkan lebih tepat waktu dalam bekerja,
karena jam kerja pada Pemerintahan Desa Gembongan kurang efektif.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah informan
penelitian yaitu masyarakat desa, dan menambah penelitian tentang

tahap-tahap pengelolaan keuangan desa maupun ADD.
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